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PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS 

IBUKOTA JAKARTA 

NOMOR 122 TAUN 2010 

TENTANG 

PEMBENTUKAN SEKSI DINAS PERUMAHAN DAN GEDUNG PEMERINTAH 
DAERAH KECAMATAN 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, 

Menimbang 

Menglngat 

bahwa sebagai pelaksanaan lebih lanjut ketentuan Pasal 150 Peraturan 
Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organlsasi Frangkat Daerah 
dan untuk lebih meningkatkan pelayanan kepada mnasyarakat, pertu 
menetapkan Peraturan Gubemur tentang Pembentukan Seksi Dinas 
Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah Kacamatan; 

1, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok 
Kopegawaian sebagalmana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 43 Tahun 1999; 

2. Urdang-Undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun; 

3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 192 tentang Perumahan dan 
Permukiran; 

4. Undang-Undang Nomor 17 Tatun 2003 tentang Kouangan Negara; 

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2003 tentang Bangunan Gedung; 

8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tntang Perbendaharaan 
Negara; 

7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undann, 

8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pereriksaan, 
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; 
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Menetapkan 
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9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah sebagaimana telah beberapa kali dlubah torakhir dengan 
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; 

10. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan 
Provinsi Daerah Kusus lbukota Jakarta sebsgai Ibukota Negara 
Kesatuan Republik Indonesia; 

11. Feraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1994 tentang Penghunian 
Rumah oleh Bukan Perilik; 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tontang Pengelolaan 
Keuangan Daerah; 

13. Peraturan Pamerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pengelolaan 
Barang Miik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tatun 2008; 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan 
Keuangan dan Kinerja Instansi Pererintah; 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tshun 2007 tentang Pembaglan 
Urusan Pemerintahan antara Pomerdntah, Pererintahan Daerah 
Provinsi dan Pemerintahan Da6rah Kabupaten/Kota; 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan 
Uang Negara/Daorah; 

17. Peraturan Pererintah Nomor 41 Tahun 2007 ta0tang Organisast 
Perangkat Daerah 

18. Praturan Menteni Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Podoman Pengelolaan Kouangan Daorah ebagalrmana telah 
diubah dengan Peraturan Menter Dalam Negeni Nomor 59 Tabun 
2007; 

19. Peraturan Daorah Nomot f Tahun 1991 tentang PRumah Susun dl 
Daerah Khusus lbukota Jakarta 

20. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tontang Organisasi 
Porangkat Deerah; 

21. Peraturan Gubernur Nomor 139 Tahun 2009 tentang 
Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perumahan dan 
Gedung Pemerintah Daerah; 

MEMUTUSKAN: 

PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN SEKSI DINAS 
PERUMAHAN DAN GEDUNG PEMERIN TAH DAERAH KECAMATAN. 
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8AB I 

KETENTUAN UMUM 

Dalam Peraturan Gubermur ini yang dimnaksud dengan; 

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khsus lbukota Jakarta. 

2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah 
sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Deerah. 

3. Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daorah yang 
selanjutnya disebut Dias adalah Dinas Permahan dan Gedung 
Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. 

4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Permahan dan Gedung 
Pererintah Daer ah  Provinsi  Daerah Khusus lboukota Jakarta. 

5. Suk Dinas Perumahan dan Godung Pemerintah Daerah yang 
selanjutnya disebut Suku Dinas Perumnahan dan Gedung 
Pemerintah Daerah pada Kota Administrasi. 

8. Kepala Suku Dinas adalah Kepela Suku Dinas Perumnahan dan 

Gedung Pemerintah Daerah pada Kota Administrasi 

7, Kecamnatan adalah Kacamatan di Provinsl Daerah Khusus lbukota 
Jakarta 

8. Camat adalah Carat di Provinsi Daerah Khusus bukota Jakarta. 

o. Sek pins_f"aha dean Ge«dun Pereriotat aorat 

Kecamatan adalah Seksi Dinas Perurahan dan Gedung 
Pemerintah Daerah pada Kecamatan 

PEMBEN TUKAN 

Pasal 2 

(1) Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk Seksi Dinas Porumnahan 
dan Gedung Pemerintah Daerah Kecam@tan pada setiap Kecamatan 
Kota Administras. 

(2) Sekgl Dinas Permahan dan Gedung Pemerintah Daerah 
Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dlbentuk pada 
Kecarnatan dengan lingkup wilayah kerja sebagaimana tercantun 
dalam lampiran Ill Poraturan Gubernur ini 
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BAB Ill 

KEOUDUKAN DAN TUGAS 

Pasal 3 

(1) Seksi Dinas Perumahan dan Gedung Pererintah Daerah 
Kecamatan merupakan Saluan Kerja Dinas Perumahan dan 
Gedung Pemerintah Daerah di bawah Suku Dinas Perumahan dan 
Gedung Pemerintah Deerah Kota Administrasi. 

(2) Seksi Dines Perumahan dan Gedung Pemerirtah Daerah 
Kecamatan dipimpin oleh Kepala Seksi yang secara teknis dan 
administrasi berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab 
kepada Kepala Suku Dinas, sorta socara operasional 
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Carat. 

Seksi Dinas Perumahan dan Gedung emerintah Daerah Kecamatan 
mempunyal tugas: 

r. 

I. 

t 

b 

i 
I 

I 

I 

I 

I 
I 

•- 

n. 

menyusun bahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Suk Dinas 
sosuai lingkup tugasnya, 
melaksanakan Dokuirnen Pelaksaaan Anggaran (0PA) Suku 
Dinas sesuai lingkup tuga8nya; 
melaksanakan pendataan prasarana dan sarana perumahan dan 
permuliman; 
melaksanakan pendataan dan melaporkan rumah kost, 
sewa/'kontrak dan rumah susun; 

melaksanakan pendataan dan melaporan kawasan permuimar 
kumuh; 
menerima, _ menghi pun  dan  "@9a9salsa usutan masyarakat 
dalam pembangunan dan pertaian/permeliharaan pr rana dan 
sarana permukirnan; 
mermnotivast masyarakat untuk berperan serta dalam pernbangunan 
perumahan dan permukiman; 
menyusun program pembangunan dan perbaikan/pereliharaan 
prasarana dan sarana perumahan dan perrukimnan; 
menerimna dan mernproses permohonan izin rumah kost; 
melakukan peninjauan, pengawas an  dan  pelaporan  rumah  kosl  

dan  rumah sewa; 
melaksanakan pengawasan pembangunan  dan pebalk.an 
perumahan dan permulinan; 
melakukan pendataan, pennantauan dan meneliti kelaikar 
bangunan gedung pemerintah Daerah di Kecamatan seperti 
bangunan gedung Kecaratan, Keturahan, Puskesmnas 
Kecamatan, Puskesmas Kelurehan, Sekolah Dasar dan Sekolah 
Menengah Pertama; 

m. melaksanakan penyusunan program perawat.an, permelihara.an den 
pombangunan gedung pemerintah Daerah di tingkat Kecamnatan; 
melaksanakan monitoring permnbangunan, perawatan dan 

pemeliharaan bangunan gedung pernerintah Daerah d Wile yah 
Kocamatan; 
melaksanakan pelayanan perurahan di Kescamatan; 
mengoordinaslka kegiatan perumahan lingkup Kecamatan; 
mengelola dan menyajan data perurahan dan gedung pererintah 
Daerah ingkup Kecamatan, 
molalsanakan kegiat ketata sh n, keuengan, kerurahtangga n, 

pemeliharaan peralatan operasional dan kelengiapannya; 
mernbuat peroncanaan dan melaksanakaan sorta melaporkan 
kegiatan mingguan, bulanan, trwulanan dan taunan; 
melaksanakan koordinasi dengan Instansi terkait sesual dengan 
tugas dan tanggung jawab di Wiayah Kecamatan; 
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memberik.an penyuluhan perumaban, 

Er3E,>"E,EE..PR.a.r3 
emerintah Daerah' imatan; den 

w. melapork.an dan mempertanggungiawabkan pelaksanaan tugas 
Seksi Dinas Perumahari dan G@dung Pemerint~h Deerah 

BAB N 

FORMASI JABATAN DAN STANDAR PERALATAN KER.JA 

Pasal 5 

(1) Kepala Seksi dibantu sebanyak-banyaknya oleh 2(dua) orang 
ejabat Fungsional Umum/T ert~ntu sebagai bawahan langsung. 

(2) Rinclan formasi jabatan sebagaimana dimnaksud pada ayat (1) 
sebagalmnana tercantur dalam Lampiran I Peraturan Gubernur inf. 

(3) Rinclan formasi jabatan sebagaimana diraksud pada ayat (2) 
menjadi acuan pengajuan kebutuhan pegawai Seksi Dinas 
Permahan dan G~dung Pemerintah Daerah Kscamatan. 

Psal 8 

(1) Standar peralatan kerja minimal setiap jabatan sobagaimnana 
dimaksud pada Pasat b tercantur dalain Lamnpiran II Poraturan 
Gubemur iii. 

(2) Standar peralatan kerja minimal sebagaimana dimaksud pgda ayat (1) 
menj@di acuan pengadaan peralatai kerja Seksi Dinas Perurhahar 
dan Godung Pemerintah Darah Kecamatan. 

BAB V 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 7 

Peraturan Guberur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengotabuinya, memerintahkan pengundangan 
Piraturan Gubermur ini d~ngan penorpatannya dalarm Berta Daerah 
Provinsi Daerah Khusus lbukola Jakarta 

Ditotapkan di Jakarta 
pada tanggal 17 Junf 2010 

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHU'SUS 
I8UK! TA JAKARTA, 

plundangkan di Jakarta 
pada tanggal 28 Jun$ 2010 

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS 

Kg!A.NT 

a 
MUHAYAT 

NIP 050012362 

BERITA DAEAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA 
TAHUN 20I0 NOMOR 126 
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Lampiran t :  Peraturan  Gubernur  Provinsi Dao rah  Khusus  l  
lbukota  Jakarta 

Nomor 122 TAHU 2010 
Tanggal 17 Jun1 2010 

FORMASI JABATAN PADA SEKSI DINAS PERUMAHAN DAN 
GEDUNG PEMERINT AH DAERAH KECAMATAN 

No Nama Jabatan Pondidikan Jumlah 

t. Kepala Seksi . S1 Toknik Sipi/'S1 Tekn/k Arsitektur 1 (satu) orang 
• Diktat Manajemen Proyek 
. Diktat Pemetaan 

2 Pen~administrasi • DI Umum 1(satu) orang 
Perumahan Kecamatan . Diktat Administrasi Perkantoran 

. Diklat Komputor 

3. Pengawas Lapan9an . D IN Politeknik 1(satu) orang 
• Diktat Komputer 
. D#lat Peretaan 

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS 
A JAKARTA, 
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Lampiran It; Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus 
lbukota Jakarta 

Nornor 122 TAHUN 2010 
Tanggal 17 Junt 201¢ 

STANDARR KEBUTUHAN PERALATAN KERJA PADA SEKSI DINAS PERUMAHAN 
DAN GEDUNG PEMERINTAH DAERAH KECAMA TAN 

No Nara Jabatan Peralatan Kerja Jumlah 

1. Kopals Soksi - Alat Komunikasi 1 buah 
- Fling Kabinet f buah 
- Sepoda Motor f buah 

2. Pengadministrasl - Komputer f buah 
Permahan Kecamatan - Fig Kabinet 1 buah 

- Mesin Hitung 1 buah 

3. Pengawas Lapangon 
- 

Kompuer 1 buah 

- Filing Kabinet 1 buah 
- Meja Gambar 1 buah 
- Lemani Gambar 1 buah 
- Sepeda Motor 1 buah 

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS 
IBUKOTA JAKARTA, 
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Lampiran It; Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus 
lbukota Jakarta 

Nomor 122 TAHU 2010 
Tanggal 17 Jui 2010 

SEKSI DINAS PERUMAHAN DAN GEDUNG PEMERRINTAN DAERAH KECAMATAN 

DAN LINGKUP WILAYAH KER.JA 

No 
Seksi Dinas Perumahan Dan Gedung 

Wilayah Kerja 
Pemerintah Daerah Kecamnatan 

KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT 

1. Seksi Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Kecamatan Senon 

Daerah Kecamalan Senen 

2. Seksi Dines Perurahan dan G@dung Pemertntal Kecamatan Tanah Abang 
Daerah Kecaratan Tanah Abang 

3. Seksi Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Kecamatan Sawat Besar dan 
Daerah Kecamatan Sawah Besar Kecamatan Kemayoran 

4, Soksl Dinas Perumahan dan Godung emerintah Kecarnatan Johar Batu den Kecar I 

' Daerah Kecamatan Johar Baru Cempaka Putih 

5. Seksi Dines Perumahan dan Gedung Pererintah Kecaratan Gambir dan Kecamatan 

Daerah Kecamatan Gambir Menteng 

KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT 

6. Seksi Dinas Penumnahan dan Gedung Pemerintah Kacamatan Tarbora dan Kecatatan 

Daerah Kscamatan Tambora Taran Sari 

7. Seksi Dinas Perurnahan dan Gedung Pemerintah Kecamatan Grogol Petamburan dan 
Daerah Kecaratan Grogol Petarnburan Kecamatan alrerah 

8. Seksi Dinas Permahan dan Gedung Pemerintah KeanT Kebon Jeruk dan Kacematar 

Daerah Kecamatan Kebon Jeruk Kembangan 

9. Soksi Dinas Perumahan dan Gedung Pererintah Kocamatan Cengkareng 

Daerah Kecamatan Cengkareng 

10. Seksi Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Kscaratan Kalideres 
Daerah Kecamatan Klideres 

I 
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No 
Seksi Dinas Perumahan Dan Gedung 

Wiayah Kerja 
Pemerintah Daerah Kecanatan 

KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTAA 

11. Seksi Dinas Perurahan dan Gedung Pemerintah Kocamatan Ciincing 

Daerah Kecamatan Ci'incing 

12. Seksi Dinas Permahan dan Gedung Perarintah Kecamatan Tarjung Piok 

Daerah Kecaratan Tanjung Priok 

13. Seksi Dinas Perumahan den Godung Pemerintah Kocamatan Koja dan Kocarnatan Kelapa 
Daerah Kecamatan Koja Gading 

14, Seksi Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Kecamnatan Paderangan 
Daerah Kecamatan Padernangan 

15. Seksl Dinas Perurahan dan Godung Pomerintah Kecamatan Penjaringan 
Daerah Kecamnatan Penjaringan 

KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR 

16. Soksi Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Kecsmatan Pulogadung dan Kscan I 
'  Daerah Kecamatan Pulogadung Matraman 

17. Seksi Dinas Perurmahan dan Gedung Pemerintah Kecratan Matinegafa dan Kecamatan 
Daerah Kecamatan Jatinegara Duren Sawit 

18. Seksi Dinas Perumahan dan G&dung Pemerintah Kecarnatar Makasat dan Kecamatan 

Deorah Kecamatan Makasar Kramat Jati 
. 

19. Seksi Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Ciraces 

Deerah Kecamatan Ciracas 

20. Seksi Dinas Permahan dan Gedung Peronintah Kocamatan Pasar Rebo 

Daerah Kecamatan Pasar Rebo 

21. Seksi Dinas Perumahan dan Gedung Pemeritah Kecamatan Cipayung 
Deerah Kecamatan Cipayung 

22. Seksl Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Cakung 
Daerah Kecamatan Cakung 

KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN 

23. Seksi Dinas Permahan dan Gedung Pemerintah Kecarat.an Jagakc.ars.a dan Kscamnatan 

Daerah Kecanatan Jagakarsa Pasar Minggu 

24. Seksi Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Kecamatan Cilandak 
Daerah Kecamatan Cilandak 

I 
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No 
Soksi Dinas Perumahan Dan Gedung 

Wilayah Kerja 
Pemerintah Daerah Kecamatan 

25. Seksi Dinas Perurahan dan Gedung Pemerintah Kecamatan Pesanggrahan 
Daerah Kecamatan Pesanggrahan 

26. Seksi Dinas Perurnahan dan Gedung Pemerdntah Kecaratan Kebayoran Lama 

Daerah Kecamatan Kobayoran Lama 

27. Seksi Dinas Perumahan dan Gedung Pererintah Kecarnatan Tebet 

Daerah Kecamatgn Tebet 

28. Soksi Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Kecarnatan Pancoran dan Kecarnatan 
Daerah Kecamatan Panooran Mampang Prapatan 

29. Seksi Dinas Permahan dan Gedung Pererintah Kecamatan Keba yoran Bar dan 
Daerah Kecamatan Kebayoran Baru Kecamatan Setiabudi 

GUBERNUR PROVINS! DAE RAH KHUSUS 
IBI 'TA JAKARTA, 

• 
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